BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia memiliki berbagai macam suku, budaya, agama maupun bahasa.
Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang
memiliki berbagai macam keanekaragaman. Seperti yang dikemukakan oleh
Kusumohamidjojo, (2000, hlm. 45) “Indonesia terdiri atas sejumlah besar
kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing plural (jamak)
dan sekaligus juga heterogen aneka ragam”. Begitu juga dengan keanekaragaman
etnis di Indonesia, menurut Van Vollenhoven (dalam Koentjaraningrat, 2002,
hlm. 301) membuat klasifikasi dari aneka warna suku bangsa di wilayah Indonesia
berdasarkan sistem lingkaran-lingkaran hukum adat, antara lain:

Aceh, Gayo-Alas dan Batak, Nias dan Batu, Minangkabau, Mentawali,
Sumatera Selatan, Enggano, Melayu, Bangka dan Biliton, Kalimantan,
Sangir-Talaud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Ambon
Maluku, Kepulauan Baratdaya, Irian, Timor, Bali dan Lombok, Jawa
Tengah dan Timur, Surakarta dan Yogyakarta dan Jawa Barat.

Dari pendapat tersebut, dapat dikatakan Indoneia memiliki berbagai suku
bangsa yang mendiami di wilayah Indonesia. Menurut Koentjaraningrat, (2002,
hlm. 264) “suku bangsa adalah suatu golongan manusia terikat oleh kesadaran
dan identitas akan kesatuan kebudayaan, sedangkan kesadaran dan identitas tadi
seringkali (tetapi tidak selalu) dikuatkan oleh kesatuan bahasa juga”. Sedangkan
menurut Sanderson, (2003, hlm. 355) “kelompok etnik digunakan untuk mengacu
suatu kelompok atau kategori sosial yang perbedaannya terletak kepada kriteria
kebudayaan, bukan biologis”. Sedangkan menurut La Ode, (2012, hlm. 37)
menunjukkan bahwa

Kelompok etnis adalah kelompok sosial dalam sistem sosial atau
kebudayaan yang dianggap masih ada hubungan, baik hubungan biologis
maupun hubungan antar anggota suatu kelompok atau suku (dominasi atau
penguasaan, subordinasi atau sikap tunduk, persahabatan, saingan, dan
sebagainya) dan sifat lain yang menyangkut kelompok itu secara
menyeluruh  (besarnya kelompok, masuk tidaknya, rasa kekitaan, rasa
setia kawan, dan sebagainya), yang semuanya memberikan ciri-ciri khas
pada kelompok itu dan dalam hubungannya dengan kelompok lain.

Alif Alfi Syahrin, 2019

ANALISIS POLITIK IDENTITAS PASCA PILKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM
MASYARAKAT MULTIKULTURAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN
BARAT)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1



Begitu juga Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki berbagai macam kelompok
etnik seperti etnik Dayak, Melayu, Tionghoa, Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Madura
dan sebagainya. Berikut data kelompok etnis yang berada di Kalimantan Barat

tahun 2016, yaitu:

Tabel 1.1
Data kelompok etnis yang mendiami Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016
No Etnis Persentase
1 Dayak 49.91%
2 Melayu 16.50%
3 Jawa 8.66%
4 Tionghoa 8.17%
5 Madura 6.27%
6 Bugis 3.13%
7 Sunda 1.13%
8 Batak 0.60%
9 Daya 0.52%
10 Banjar 0,33%
11 Lain-lain 1,33%

Sumber : Badan Pusat Statistik (2016).

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa etnis mayoritas yang mendiami
Provinsi Kalimantan Barat yakni etnis Dayak dengan persentase 49.91%,
selanjutnya etnis Melayu dengan persentase 16.50%, etnis Jawa dengan
persentase 8.66%, etnis Tionghoa dengan persentase 8.17%, etnis Madura dengan
persentase 6.27%, etnis Bugis dengan persentase 3.13%, etnis Sunda dengan
persentase 1.13%, etnis Batak dengan persentase 0.60%, etnis Daya dengan
persentase 0.52%, etnis Banjar dengan persentase 0.33% dan etnis lain-lainnya
dengan persentase 1,33% dari jumlah 12 Kabupaten dan 2 Kotamadya di Provinsi
Kalimantan Barat.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di
Provinsi Kalimantan Barat. Daerah tersebut salah satu daerah yang memiliki
keberagaman etnis seperti etnis Dayak, etnis Melayu, etnis Tionghoa, etnis Jawa
dan sebagainya, sehingga menjadikan daerah tersebut menjadi daerah yang
memiliki keberagaman etnis. Seperti yang ditegaskan oleh Yusriadi (2016, hlm.
15) “di kota Sintang berkumpul berbagai macam suku bangsa yang datang dari

daerah lain di Kalimantan Barat, dari Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi”.
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Keberagaman etnis khususnya di Provinsi Kalimantan Barat yang
menyebar secara luas terdapat berbagai macam faktor yang melatarbelakanginya
seperti yang diungkapkan oleh Maunati, (2004, hlm 85) “batasan antara Dayak
dan Melayu tidaklah terlalu tajam, dan pembatasan tentang ke-Dayak-an
seseorang pun selalu berubah-ubah (misalnya, dulu orang-orang Dayak yang ingin
memperoleh jabatan dalam birokrasi pemerintahan harus masuk Islam, dan
dengan cara demikian mereka menjadi ‘orang Melayu’)”. Jadi, penggunaan istilah
‘etnis’ dalam konteks perbedaan agama adalah hal yang menyesatkan karena
sebagian ‘Melayu’ menjadi bagian dari kelompok etnis atau kebudayaan yang
sama dengan orang-orang Dayak. Sedangkan menurut Coomans (1987, hlm. 119)
“bagi orang Dayak masuk Melayu” sinonim dengan “masuk Islam”. Dengan
demikian, terdapat ikatan yang kental antara etnis Dayak dan etnis Melayu.
Sehingga kedua etnis tersebut menjadi etnis mayoritas di Provinsi Kalimantan
Barat dan keberagaman etnis di Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan adanya
program transmigrasi dari pemerintah dari Pulau Jawa. Seperti yang diungkapkan
oleh menurut Agustiar (1998, hlm. 133) “keadaan ini membuktikan bahwa variasi
daerah asal migran ke Kalimantan Barat menjadi semakin beragam, meskipun
migran yang berasal dari Jawa masih tetap dominan”.

Pada pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018
terdapat 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten yang melaksanakan pemilihan
kepala daerah secara serentak di Indonesia pada tahun 2018. Salah satunya,
Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan pemilihan kepada daerah
Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal ini merupakan konsekuensi dari otonomi
daerah dan sistem demokrasi yang mengharuskan pelaksanaan dengan cara
langsung, yaitu pemilihan kepala daerah dengan melibatkan seluruh rakyat yang
memiliki hak pilih.

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah dinyatakan lolos oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat yaitu, pasangan nomor urut 1
(satu) yaitu Milton Crosby dan Boyman Harun yang beretnis Dayak dan Melayu,
pasangan nomor urut 2 (dua) yaitu Karolin Margareth dan Suryadman Gidot

beretnis Dayak dan pasangan nomor urut 3 (tiga) yaitu Sutarmidji dan Ria Norsan
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beretnis Melayu. Ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Kalimantan Barat merupakan perwakilan dari kedua etnis mayoritas yakni etnis
Dayak dan etnis Melayu yang mendiami Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan adanya penyelenggaraan Pilkada dipelbagai macam daerah
Indonesia, dinamika dalam politik seperti politik identitas tak dapat dihindarkan.
Daerah-daerah yang memiliki masyarakat beragam dalam hal etnis maupun agama
sangat rentan terjadinya politik identitas. Seperti di Provinsi Kalimantan Barat
yang memiliki berbagai macam keberagaman etnis maupun agama. Tak hanya di
Indonesia, di negara Malaysia juga terjadi politik yang berbasis etnis (Noh, 2014).
Menurut Muhammad Afifuddin selaku koordinator Divisi Pencegahan dan
Sosialisasi Bawaslu RI (2017), “Provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi
memiliki nilai kerawanan atau indeks antara 3,00 sampai 5,00. Papua memiliki
berada di angka 3,41; Maluku 3,25, dan Kalimantan Barat 3,04. Adapun,
penyebab kerawanan tinggi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Barat ada pada dimensi kontestasi, di antaranya karena maraknya
politik identitas, penggunaan isu SARA dan politisasi birokrasi”. Hal tersebut
dikarenakan adanya persaingan antar kedua etnis yang menjadi mayoritas dan
mendiami Provinsi Kalimantan Barat dari sejak turun temurun. Sehingga isu suku,
agama, ras dan antargolongan (SARA) dapat menimbulkan ikatan primordial
antar etnik semakin kental. Sebagaimana dikatakan oleh Sanderson, (2003, hlm.
387) “primordialisme berpendapat bahwa ikatan-ikatan etnik adalah jenis
penggabungan manusia yang fundamental, yang dapat diperlunak tapi tak pernah
dapat dihilangkan sama sekali”. Begitu juga menurut Tirtosudarmo, (2005)
“meskipun Indonesia tumbuh sebagai bangsa dengan mengikrarkan semangat
kebangsaan yang sangat kuat untuk meninggalkan identitas etnik dari masing-
masing kelompok masyarakat, bukanlah berarti etnisitas hilang begitu saja dari
kehidupan politik di Indonesia”. Hal ini tidak hanya terjadi pada Pilkada Gubernur
dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2018, jauh sebelum itu pada Pilkada
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat pada tahun 2007 dan 2012

aroma primordial antar etnis begitu kental.
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Studi yang dilaksanakan LSI tahun 2008 (dalam M. Nawawi, Haslinda B.
Anriani, dan Ilyas, 2011) “dalam Pemilukada Kalimantan Barat, faktor etnis
tampak memainkan peranan penting. Pemilih cenderung memilih kandidat yang
berasal dari etnis yang sama”. Hal ini dirasa menjadi suatu kewajaran,
dikarenakan adanya ikatan yang dirasakan oleh pemilih untuk memilih calon
Gubernur dan Wakil Gubernur yang memiliki kesamaan etnis. Seperti yang
diungkapkan oleh Barter dan Cote (2015) dalam kasus Indonesia yang terbaru
jelas menunjukkan “bahwa konflik politik lokal terkait erat dengan meningkatnya
jumlah migran yang dianggap oleh penduduk setempat sebagai ancaman bagi
mereka dalam mencari mata pencaharian”. Hal ini sejalan menurut Setiadi dan
Kolip (2013, hlm. 90) bahwa “jika masyarakat merasakan manfaat dari
keberagaman itu, integrasi akan tercipta. Sebaliknya, jika masyarakat tidak
merasakan manfaat keragaman itu, yang akan terjadi adalah ancaman disintegrasi
nasional (bisa berupa keinginan pemisahan antarwilayah)”.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Haboddin, (2007) “bahkan,
banyak aktor politik lokal maupun nasional secara sadar menggunakan isu ini
dalam power-sharing. Di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat
dan Irian Jaya yang secara nyata menunjukkan betapa ampuhnya isu ini
digunakan oleh aktor-aktor politik, ketika berhadapan dengan entitas politik lain”.
Dengan begitu, para aktor politik akan menggunakan isu-isu etnis serta agama
demi mendulang suara agar para aktor tersebut mendapatkan apa yang
diinginkannya. Karena politik etnis harus terlebih dahulu memiliki identitas etnis,
politik etnis dipromosikan berdasarkan etnis identitas, dan itu eksklusif (Xia, Lee
dan Halim, 2018). Sehingga menjadikan kekuasaan menjadi suatu hal yang
memiliki dampak begitu besar bagi kehidupan sosial seperti yang diungkapkan
oleh Marijan (2015, hlm. 17) “kekuasaan merupakan masalah sentral di dalam
suatu negara, karena negara merupakan pelembagaan masyarakat politik (polity)
paling besar dan memiliki kekuasaan yang otoratif”.

Pilkada merupakan penegakkan nilai-nilai demokasi di tiap daerah
sehingga semua masyarakat dapat berpartisipasi sesuai dengan pilihannya masing-

masing yang berdasarkan penilaian maupun pandangannya masing-masing tanpa
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adanya paksaan. Namun, dengan adanya politik identitas dalam masyarakat
multikultural kesatuan sosial masyarakat menjadi terganggu karena munculnya
primordial yang berlebihan guna memenangkan setiap pasangan calon dari
kelompok masing-masing. Isu etnis dan agama selalu dikembangkan guna meraih
suara pada Pilkada, hingga melahirkan persaingan, stereotip serta pernyataan-
pernyataan kontroversial dari kelompok etnis tertentu yang memanaskan situasi
berlangsungnya Pilkada, namun masyarakat lintas etnis juga menginginkan situasi
Pilkada yang damai.

Hubungan sosial internal pada suatu kelompok etnis masih kental, dengan
ditandai adanya pelestarian adat istiadat serta penggunaan bahasa daerah masih
kental di daerah-daerah yang menjadi basis kelompok etnis tertentu seperti
Kabupaten Sambas dengan etnis Melayu-nya maupun Kabupaten Landak dengan
etnis Dayak-nya. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Bernstein (2005) “para
sarjana ini melihat kelompok identitas sebagai advokasi untuk pengakuan dan
penghormatan perbedaan budaya mereka, yang berasal dari identitas kelompok
mereka yang berbeda”. Salah satu penyebabnya yaitu tingkat solidaritas yang
dimiliki oleh kelompok etnis di Kalimantan Barat khususnya pada etnis Dayak
dan etnis Melayu masih tinggi. Hal ini sesuai menurut Erikson (dalam Maunati,
2004, hlm. 4) “identitas etnis atau kelompok akan bangkit ketika kelompok atau
etnis itu terancam”. Ini dibuktikan dengan hasil temuan peneliti di lapangan
bahwa etnis Dayak dan etnis Melayu masih memiliki ingatan kolektif mengenai
konflik antar etnis yang terjadi di Kalimantan Barat pada tahun 1996 sampai 1999
yang selalu diceritakan ke generasi selanjutnya.

Terdapat beberapa kejadian yang sempat menghebohkan akibat Pilkada
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Barat. Seperti adanya
prasangka-prasangka antar kedua etnis dan berdasarkan observasi awal pada
tanggal 20 Mei 2017 di Kota Pontianak terjadinya situasi panas antar kedua
kelompok etnis, ketika salah satu etnis di Kalimantan Barat merayakan hari
adatnya yang bersamaan dengan ormas Islam dan organisasi kesukuan melakukan
aksi demonstrasi menuntut untuk diprosesnya seorang Gubernur mengenai

beredarnya video pidato kontroversial, hal ini juga berawal dari adanya tuntutan
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terhadap pencekalan ulama di bandara Susilo Kabupaten Sintang oleh salah satu
sekelempok etnis (oknum) sehingga isu tersebut masih terus didengungkan oleh
etnis tertentu dalam menghadapi pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Barat dan terjadi juga aksi pengerusakan oleh sekelompok etnis
tertentu di Kabupaten Landak pada tanggal 29 Juni 2018 yang diduga buntut dari
hasil quick count pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan
Barat.

Begitu juga dengan beredarnya berbagai macam baliho maupun
pernyataan dukungan dari organisasi kesukuan yang semakin memperlihatkan
perbedaan pilihan dari setiap etnis terhadap calon pasangan Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalimantan Barat. Seperti yang diungkapkan oleh Suryadi, (2017, hlm.
117) “perang spanduk, baliho dan pernyataan di media ibarat kekuatan artileri
medan yang dilepaskan untuk menghancurkan pertahanan lawan, sekaligus
memberi perlindungan terhadap pasukan sendiri”.

Hasil rekapitulasi KPU (Komisi Pemilihan Umum), pasangan Sutarmidji
dan Ria Norsan dinyatakan sebagai pemenang pada Pilkada Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 dengan perolehan suara
1.334.512 (51, 55%). Berikut tabel hasil rekapitulasi Pilkada Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kaliamantan Barat tahun 2018.

Tabel 1.2
Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

No Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur  Hasil Perolehan Suara

1 Milton Crosby — Boyman Harun 172.151 (6,65%)
2 Karolin Margaret Natasa — Suryadman Gidot 1.081.878 (41,79%)
3 Sutarmidji — Ria Norsan 1.334.512 (51,55%)

Sumber: Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan tabel 1.2 mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018
menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 3 (tiga) yakni Sutarmidji dan Ria
Norsan memenangkan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Kalimantan Barat pada tahun 2018 dengan jumlah perolehan suara 1.334.512
Alif Alfi Syahrin, 2019
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(51,55%), selanjutnya disusul pasangan nomor urut 2 (dua) yaitu Karolin
Margaret Natasa dan Suryadman Gidot dengan jumlah perolehan suara 1.081.878
(41,79%), dan pasangan nomor urut 1 (satu) Milton Crosby dan Boyman Harun
dengan perolehan suara 172.151 (6,65%).

Berdasarkan penelitian yang terdahulu, Buchari (2014, hlm x) ditemukan
bahwa “demokrasi dan desentralisasi pada era reformasi merupakan peluang bagi
etnis Dayak untuk berkompetisi dengan mencalonkan tokoh dari etnis Dayak
sebagai calon Gubernur”, sehingga pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Kalimantan Barat tahun 2007 dan 2012 dimenangkan oleh etnis Dayak
karena adanya solidaritas yang kuat antar etnis Dayak dalam memenangkan
perwakilannya. Begitu juga pada penelitian selanjutnya oleh Tansaldy (dalam
Nordholt dan Klinken, 2007, hlm. 370) bahwa “politik etnis identik dengan politik
elit dari etnis Dayak”. Tujuan dari itu ialah untuk mendapatkan suara penuh dari
etnis Dayak terhadap perwakilan dari etnis Dayak yang mencalonkan Gubernur
pada Pilkada. Dari paparan penelitian terdahulu, maka keterbaruan dari penelitian
ini adalah mengungkapkan politik identitas yang dilakukan oleh etnis lain
khususnya etnis Melayu selaku pesaing dari etnis Dayak pada Pilkada tahun 2018,
namun tak hanya dari etnis Melayu saja, melainkan dari etnis-etnis yang
mendiami daerah Kabupaten Sintang yang dikenal sebagai daerah multikultural.

Penelitian mengenai politik identitas dalam masyarakat multikultural
khususnya di Kabupaten Sintang cenderung masih kurang, sehingga penelitian ini
sangat perlu untuk dilakukan karena tidak hanya mengindentifikasi dari satu etnis,
melainkan dari berbagai macam etnis yang mendiami daerah Kabupaten Sintang
sebagai daerah multikultural. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak
baik terhadap berbagai macam etnis yang mendiami daerah Provinsi Kalimantan
Barat khususnya di Kabupaten Sintang serta menghindarkan terjadi gesekan yang
dapat menimbulkan konflik dan kekerasan pada saat Pilkada dilaksanakan.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang di atas, terdapat problem statement dalam penelitian
ini antara lain: (1) politik identitas memberikan dampak begitu besar dalam
kehidupan sosial pada masyarakat yang heterogen, (2) aktor-aktor politik yang
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menggunakan isu etnis maupun agama dapat menciptakan suasana yang tidak
kondusif bagi masyarakat biasa khususnya masyarakat lintas etnis, (3) dalam
perpolitikan di Indonesia hal-hal seperti serangan fajar maupun isu-isu sara sudah
menjadi rahasia umum dan dilakukan menjelang Pilkada. Masalah pokok
penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis Politik Identitas Pasca Pilkada
Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Masyarakat Multikultural”. Berdasarkan
masalah penelitian pokok tersebut, peneliti membatasi permasalahan sehingga
lebih fokus. Adapun masalah yang menjadi perhatian peneliti dapat diajukan
dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan sosial masyarakat lintas etnis pasca Pilkada
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat?

2. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi setiap etnis dalam
menjalankan politik identitas pasca Pilkada Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Barat?

3. Bagaimana dinamika politik identitas dalam masyarakat multikultural
pasca Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pokok dalam
penelitian ini untuk menjelaskan analisis politik identitas pasca pilkada Gubernur
dan Wakil Gubernur dalam masyarakat multikultural. Adapun tujuan khusus
dalam penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui hubungan sosial masyarakat lintas etnis pasca Pilkada
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi setiap etnis dalam
menjalankan politik identitas pasca Pilkada Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

3. Untuk mengetahui dinamika politik identitas dalam masyarakat
multikultural pasca Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Kalimantan Barat.

14 Manfaat Penelitian
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat yang

bersifar teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang sangat
berharga pada perkembangan ilmu sosiologi khususnya sosiologi
politik, khususnya pada bidang permasalahan politik identitas di
daerah multikultural. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran
bagi peneliti lain pada umumnya, khususnya bagi peneliti yang
memiliki pembahasan atau tema yang hampir sama sehingga dapat
menjadi kajian yang komprehensif. Begitu juga manfaat terhadap
strategi dan pembelajaran sosiologi bagi peserta didik dapat
memberikan pemahaman mengenai politik yang merupakan bagian
dari pendidikan politik bagi generasi muda partisipasi politik serta
memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai kehidupan

masyarakat multikultural.

1.4.2 Manfaat Praktis

Beberapa manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, dapat menambah pengalaman dan pemahaman
peneliti  mengenai politik identitas dalam masyarakat
multikultural serta berbagai macam dinamika hubungan sosial
antara etnis di Kabupaten Sintang.

2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
bagi berbagai macam pihak dan dapat berpengaruh pada
perkembangan pengetahuan tentang politik identitas dalam
hubungan sosial antar etnis di Kabupaten Sintang.

3. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam
memahami politik identitas yang terjadi di lingkungan
masyarakat multikultural pada saat pilkada berlangsung,
sehingga memberikan masukan guna mencegah terjadinya
dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya politik identitas.

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan
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dalam  pengambilan kebijakkan pemerintah dalam
penyelenggaraan pilkada khususnya di Provinsi Kalimantan
Barat.

4. Bagi masyarakat umum, dapat memberikan masukan kepada
berbagai macam kelompok etnis untuk saling memahami dan
menjaga tali persaudaran di Kalimantan Barat serta berpikir lebih
logis untuk tidak mudah terpancing dalam konflik antar

kelompok etnis.

1.5  Struktur Organisasi Tesis

Dalam pemaparan tesis ini akan disajikan menjadi lima bab agar dapat
mudah lebih dipahami oleh berbagai macam pihak yang memerlukan. Tesis ini
disusun berdasarkan struktur penulisan seperti berikut:

BABI : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang
penelitian, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian
dari segi teoritis dan praktis serta struktur organisasi tesis sebagai
landasan penulisan penelitian.

BABII : Kajian Pustaka. Pada bab ini diuraikan berbagai macam teori-teori
yang digunakan dalam menganalisis pada bagian pembahasan bab
IV.

BABIII  : Metode penelitian. Dalam bab ini penulis menguraikan metode dan
pendekatan penelitian yang digunakan serta informan, tempat
penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan uji
keabsahan data sebagai alur dalam penelitian.

BABIV : Temuan dan pembahasan. Dalam bab ini berisi berbagai macam
temuan dalam proses penelitian mengenai politik identitas dalam

masyarakat multikultural pasca Pilkada Provinsi Kalimantan Barat
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tahun 2018 serta berbagai macam pembahasan dari temuan-temuan
tersebut yang telah dianalisis berbagai macam teori-teori.

BABV : Simpulan, impilikasi dan rekomendasi. Dalam bab ini peneliti
menyajikan dari penafsiran dari hasil analisis temuan penelitian
serta menyimpulkan hal-hal yang penting berdasarkan rumusan
penelitian serta manfaat-manfaat dari hasil penelitian sebagai

penutup dari hasil penelitian tesis.
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